PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12
AKUNTANSI ASET LAINNYA

UMUM

Tujuan

1.

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset

lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan Pemerintah Kota.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi asset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan neraca.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBK, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Aset Lainnya merupakan asset Pemerintah Kota yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang,
aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(d) Aset Tidak Berwujud;

(e) Aset Lain-lain.
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Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan asset Pemerintah Kota secara angsuran
kepada pegawai Pemerintah Kota. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan
penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hokum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
(a) Bangun, Guna, Serah (BGS)

(bp) Bangun, Serah, Guna (BSG)

(c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

(d) Sewa

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan asset Pemerintah Kota oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
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Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan asset oleh pihak
ketiga/investor kepada Pemerintah Kota sebagai pemilik aset,
biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kota.
Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kota, pembayaran
tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan
pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak
kerjasama.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah
Kota oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut
kepada Pemerintah Kota untuk dikelola sesuai dengan tujuan
pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang
tunai.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak
dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak
cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat
dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam asset lain-lain adalah asset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota karena hilang
atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi
belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada
unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke
pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima
atau dokumen sejenisnya.
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Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum
pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

5. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

(a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah
Kota dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.

(b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

6. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan
dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan
dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota
dapat dibedakan berdasarkan jenis :

(a) Sumber daya.

(b) cara perolehan, dan

(c) masa manfaat.

9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

(@) Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai
media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita,
dan media penyimpanan lainnya;

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah
software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan
di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

(b) Lisensi dan franchise
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan
jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima
lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat  juga merupakan
pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak
yangmenerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang
dilisensikan.  Franchise merupakan perikatan dimana salah satu
pihak diberikan hak memanfaatkan dan ataumenggunakan hak dari
kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak
lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan
atau penjualan barang dan jasa.
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()

(d)

(e)

()

Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, ps.
1, ayat 1). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan
atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan"hak untuk menyalin

suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak
tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu
ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku

tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya
seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada
dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan
Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
merupakan ATB.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil
kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya Film dokumenter,
misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah
kuno/alursejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya
mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun
masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai
tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi
pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam
heritage ATB.

ATB dalam Pengerjaan Suatu kegiatan perolehan ATB dalam
pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal,
sebelum  selesai  dikerjakan dan  menjadi ATB, belum
memenuhisalah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan
untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga
aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan
dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat
diakui sebagai bagian dari ATB.
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10. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

()

(b)

(©)

(d)

(e)

()

Pembelian
Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual)
maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada

identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang
dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan
cara demikian akan berpengaruh terhadappengambilan keputusan
tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset
sertakegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat
dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki
oleh suatu entitas lain.

Kerjasama.

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteri
pengakuan dapatdilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau
lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan
dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikanatas ATB yang
dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan
mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas
yang lain cukupmengungkapkan hak dan kewajiban yang
menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

Donasi/hibah

ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu
perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi
pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus
diberikan.

Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah,
budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya
dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-
mata untuk menghasilkan pendapatan, namun adaalasan-alasan
lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya
karena ~mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah
penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan
mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria
pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

()

(b)

ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur
atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada
harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor
hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak
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12.

mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada

entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat

yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk

melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
Perlakuan khusus untuk Software Komputer.

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan:

(@ Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi
pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh
instansi pemerintah sendiri atau olehpihak ketiga (kontraktor).
Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana
biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software
tersebut,maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai
ATB. Selain itu softwareseperti ini biasanya bersifat terbuka dan
tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa
saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu
pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena
itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui
sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

(b) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat
secara kasus perkasus. Untuk pembelian software yang diniatkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah
maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah
untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari
suatu hardware (tanpasoftware tersebut, hardware tidak dapat
dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga
perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan danmesin.
Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri
dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai
ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

13.

14.

15.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas
umum daerah.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang

diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk

membangun asset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan

sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada

Pemerintah Kota pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

(@) Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Kota dinilai sebesar nilai
tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan
dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

(b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar
harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa
potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam
entitas tersebut.
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak
diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila
ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten
maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah
dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode
garis lurus dengan masa manfaat selama S (lima) tahun.
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa
manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang
terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat
terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa
secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan
masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill)

tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus

ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih
memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki
manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang
dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat

ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan
proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
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24.

25.

26.

Suatu aset turun nilainya (impairment), jika nilai tercatatnya melebihi
nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah
pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat
menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan
penghapusan segera.

Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada
perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai
pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh
tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan
temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan,
perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal
terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan
semula maka hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam
catatan ataa laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud
tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang,
maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak
berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses
penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman,
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang,
rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga
penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari
penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena
berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi,
maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan
dan  diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan
proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat
penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian
penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

()
(b)

(©)

(d)

Rincian aset lainnya;

Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud,;

Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BSG
dan BGS);

Informasi lainnya yang penting.
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